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Di Indonesia, periode Lame Duck masih menuai banyak kritik karena dinilai 

sebagai hal yang tidak demokratis dan merugikan rakyat. Oleih karena itu, 

beberapa pihak telah mengusulkan untuk mengubah undang-undang 

pemilihan presiden dan wakil presiden agar periode transisi menjadi lebih 

singkat dan efektif. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana analisis 

terhadap priode Lame Duck yang masih diterapkan di Indonesia. Metode 

penelitian yang penulis terapkan merupakan penelitian yuiridis normаtif 

atau peineilitiаn hukum secara kepustakaan, yaitu dengan cаrа melakukan 

penelitian terhadap bаhаn pustaka ataupun dаtа sekunder kesimpulannya, 

periode Lame Duck yang masih diterapkan di Indonesia telah menjadi 

kontroversial dan menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap tidak 

demokratis dan merugikan rakyat. Namun, terdapat juga argumen yang 

menyatakan bahwa periode ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan 

reformasi dan memperbaiki kebijakan yang kurang efektif. Oleh karena itu, 

diperlukan diskusi yang lebih lanjut mengenai kebijakan yang tepat untuk 

mengatasi periode Lame Duck agar tidak merugikan rakyat dan tetap 

memperbaiki kualitas pemerintahan). 
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Pendahuluan  

Lame duck yang dalam terjemahan kasarnya bermakna “bebek lumpuh” merupakan suatu periode sesudah 

pemilihan umum (pemilu). Hal mana anggota parlemen yang lama belum selesai bertugas dalam jabatannya, 

tetapi anggota parlemen baru telah terpilih tetapi belum di lantik. Hal ini lazim di sebut sebagai periode transisi. 

Di indonesia sendiri tidak mengenal yang namanya istilah lame dunk session, namun akrab dengan istilah 

“demisioner”. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) sendiri, demisioner adalah keadaan tanpa 

kekuasaan yang mana suatu kabinet dan sebagainya yang telah mengembalikan mandat kepada kepala negara. 

Tetapi masih melaksanakan  tugasnya sehari-ari sambil menunggu dilantik nya kabinet yang baru (Ade 

Supriatna, 2019). Namun demikian antara lame dunk dan demisioner sangatlah berbeda, karena dalam lame duck 

para pejabat yang lama masih memegang kekuasaan, sedangkan salam demisioner mereka sedah berhenti dan 

tidak di pakai lagi dalam suatu urusan negara (Ade Supriatna, 2019). 

http://dx.doi.org/10.29210/02020344
http://dx.doi.org/10.29210/02020344
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Periode lame duck ini diambil dari istilah yang digunakan untuk menggambarkan masa jabatan seorang 

pemimpin yang sudah habis masa baktinya tetapi masih menjabat hingga pelantikan pemimpin yang baru di 

lakukan di indonesia (Fitria Asril, 2019). Periode lame duck hingga sekarang masih di terapkan, meskipun telah 

menjadi kontroversial dan menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Sejak awal kemerdekaan indonesia pada 

tahun 1945, periode lame duck juga terjadi beberapa kali. Salah satu contohnya yang terjadi pada tahun 2001, 

saat masa jabatan presiden Abdurrahman Wahid berakhir pada tanggal 20 Oktober, namun ia tetap menjabat 

hingga pelantikan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober. 

Pada periode lame duck, pemimpin yang sudah tidak mandat lagi untuk memimpin negara masih menjabat 

dan dapat melakukan kebijakan yang kurang transparan dan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Selain itu 

kebijakan yang diambil oleh pemimpin lame duck sering kali dianggap tidak efektif dan tidak bisa direspon 

dengan cepat oleh pemerintahan yang baru. Namun di sisi lain terdapat argumen yang menyatakan periode ini 

bisa dimanfaatkan oleh pemimpin yang menjabat untuk melakukan reformasi dan memperbaiki kebijakan yang 

kurang efektif. Pemimpin lame duck bisa memanfaatkan periode dengan menyelesaikan masalah yang belum 

terselesaikan dan membuat rencana yang lebih matang untuk ke depannya. 

Meskipun demikian di indonesia, periode lame duck masih menuai banyak keritik karena di nilai sebagai hal 

yang tidak demokratis dan merugikan rakyat. Oleh karena itu beberapa pihak telah mengusulkan untuk 

mengubah Undang-Undang pemilihan presiden dan wakil presiden agar periode transisi menjadi lebih singkat 

dan efektif. Dalam kesimpulan nya periode lame duck ini masih diterapkan dan dianggap asih belum merugikan 

masyarakat (Sekertariat Jendral Bawaslu RI, 2015). 

jika masa lame duck tidak dikelola dengan baik, kemungkinan berdampak negatif bagi penyelenggaraan 

negara, berikut adalah dampak negatif yang dapat terjadi : (1) Ketidakpastian hukum dan pengembalian 

kebijakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kekuatiran pejabat lame duck akan implikasi keputusan strategi 

yang diambil pada massa jabatan, berpotensi menghambat jalannya penyelenggaraan negara (M. Zainor Ridho, 

2014). Misalnya seperti pada akhir jabatan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penerbitan SE-

05/SESKAB/IV/2014 diantaranya mengakibatkan batalnya akuisisi bank tabungan negara (BTN) oleh Bank 

Mandiri dan penundaan proses perizinan di bidang kehutanan (kenemhut RI, 2014). (2) Kurangnya legitimasi 

pejabat lama dalam membuta sebuah keputusan terutama keputusan yang strategis serta berpotensi mereduksi 

nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara akibat rendahnya partisipasi publik. Minimnya partisipasi 

publik ini berkaitan dengan keterbatasan masa pembahasan dan pengambilan keputusan dan dalam periode 

lame duck pada akhirnya produk hukum atau kebijakan yang diambil dalam periode ini, menjadi kurang 

merepresentasikan kebutuhan masyarakat. 

Namun terdapat juga argumen yang menyatakan periode ini, apabila bisa diterapkan dengan baik maka bisa 

di jadikan alat untuk melakukan perubahan dalam waktu singkat. Dengan baik, maka bisa dijadikan alat untuk 

melakukan perubahan dalam waktu singkat dengan di melakukan diskusi mengenai kebijakan ataupun 

menyusun strategi yang dapat digunakan dalam waktu singkat. Dengan diperlakukannya diskusi mengenai 

kebijakan atau strategi yang digunakan dalam menangani kedudukan pemimpin dan tetap mempertahankan 

citra baik dari pemerintahan. Maka penelitian melakukan penelitian untuk mengetahui prinsip apa yang 

digunakan dalam sistem pemilihan lame duck di negara demokrasi, serta mengetahui dampak pengalokasian dan 

kepentingan dibentuknya lame duck session di Indonesia. 

 

Metode 

Bentuk penelitian yang penulis terapkan merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum secara 

kepustakaan yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka ataupun data sekunder  (Soerjono 

Soekanto, 2015). Adapun pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yakni, pendekatan secara 

perundang-undangan (statute approach). Yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pengaturan mengenai lame duck session yang ada di indonesia, baik yang diatur dalam 

Undang-Undang dasar negara republik indonesia maupun dalam peraturan perundang undangan lainnya. Dan 

juga melakukan pendekatan komparatif (comparative approach), penelitian dengan perbandingan produk hukum 

dan karakter hukum untuk yang berkaitan dengan pengaturan mengenai lame duck session yang ada dalam 

konstitusi negara lain dengan memperbandingkan unsur-unsur yang dapat di bandingan (terium comparations) 

dengan bahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah isu hukum lewat peraturan perundang-

undangan penelusuran literatur dan bahan kepustakaan yang berkaitan erat dengan masalah yang diangkat oleh 

penulis dalam penelitian ini untuk memakai konsep hukum dalam teks atau sumber hukum. 

https://jurnal.iicet.org/index.php/sajts/index
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Alat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Dilakukan 

dengan cara mencari den mengumpulkan hukum atau topik maupun mengumpulkan peraturan perundang-

undangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang telah dibukukan maupun melalui internet. 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini di lakukan dengan cara 

melakukan analisis dan pengelolaan data berdasarkan pemahaman peneliti terhadap data atau informasi yang 

di peroleh yang kemudian dinarasikan Untuk memperoleh simpulan penelitian. Analisis data dilakukan dengan 

cara mengurangi data secara sistem di dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih 

satu dengan yang lain, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis data 

yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin,, 

prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri (Prof. Dr. Soerjono Soekanto, 2015). 

Bentuk hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah berupa penelitian perspektif analisis dengan 

memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan ataupun fakta yang ada berdasarkan 

penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur untuk mencari makna dan memberikan saran 

atas permasalahan yang ada. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Permasalahan  

Peijabat peimeirintah yang masa jabatannya akan seigeira beirakhir dan peinggantinya teilah dipilih, dibeiri labeil lamei 

duick ataui “beibeik luimpuih” seijak awal abad kei-20. Istilah ini buikan puijian. Keikhawatiran uitama teintang beibeik 

luimpuih adalah tidak deimokratis bagi meireika uintuik meimbeirlakuikan uindang-uindang barui ataui meingambil 

tindakan lain yang meingikat seicara huikuim kareina Rakyat teilah meimilih orang lain uintuik meiwakili meireika 

(Copeland Nagle, 2012). Masa transisi dalam peiralihan keikuiasaan neigara lazim teirjadi seibuiah feinomeina lamei 

duick seission yang seicara leiksikal meimiliki arti “beibeik luimpuih”. Dror Itzhak Yuiravlivkeir dalam diseirtasinya 

yang beirjuiduil “Thei Lamei Duick Congreiss: Fair or Fouil?” meimbeirikan deifinisi lamei duick seibagai beirikuit: “Thei teirm 

“lamei duick” originally eimeirgeid in 18th ceintuiry Britain to deiscribei a stockbrokeir who oweid morei than hei was worth yeit 

continuieid to conduict buisineiss deispitei beiing “financially crippleid. By thei mid -19th ceintuiry, thei teirm had migrateid to thei 

Uiniteid Stateis, wheirei it uiltimateily acquiireid thei meianing wei still uisei today: a politician still in officei buit whosei suicceissor has 

alreiady beiein c hosein”. 

Uingkapan "beibeik luimpuih" awalnya diteirapkan di Inggris abad kei -18 uintuik peinguisaha bangkruit yang 

dianggap “luimpuih”, seipeirti buiruing buiruian yang teirluika kareina diteimbak. Pada tahuin 1830-an, peingguinaan 

teilah dipeirluias kei peijabat yang layanannya teilah dikeitahuii tanggal peingheintiannya. Dalam peingguinaan 

Ameirika saat ini, misalnya, seiorang Preisidein dianggap seibagai “beibeik luimpuih” seiteilah peinggantinya dipilih 

dan juiga seitiap kali ia dikeitahuii tidak meinjadi calon uintuik peimilihan Keimbali (Richard S. Beith, 2014). 

Di Ameirika, seiteilah Amandeimein kei-20, peiriodei “lamei duick” sangat dipeirsingkat, teitapi itui tidak 

meingheintikan politisi yang seidang dalam lamei duick seission uintuik meingeimas sisa minggui meireika di kantor pada 

meinit-meinit teirakhir dan tindakan sabotasei politik (Richard S. Beith dan Jeissica Tolleistruip, 2014) Seipeirti 

yang dikatakan Bruicei Ackeirman, “Sama seikali tidak deimokratis bagi peirwakilan yang ditolak uintuik meimbuiat 

uindang-uindang atas nama rakyat Ameirika.”  

Salah satui masalah yang dihadirkan oleih seisi beibeik luimpuih adalah bahwa meireika meinciptakan lingkuingan 

di mana peirwakilan yang barui saja digantikan oleih konstituiein, meireika dapat meimbuiat keipuituisan teintang 

keibijakan peinting seibeiluim peineiruis meireika dilantik meinjadi anggota Kongreis barui. Anggota ini tidak lagi 

beirtangguing jawab keipada peimilih. Masalah lain adalah bahwa seisi-seisi luimpuih meimpeirsuilit orang uintuik 

meineintuikan siapa yang beirtangguing jawab atas hasil keibijakan. Kuirangnya transparansi dan peirtimbangan 

teirgeisa-geisa yang biasanya diteirima oleih uindang-uindang seilama seisi-seisi lamei duick meimbatasi informasi yang 

dipeirluikan uintuik meimbuiat keipuituisan beirdasarkan informasi di kotak suiara (Jameis, Pauil Winfreie, 2016). 

Seisi beibeik luimpuih teilah ditoleiransi di masa lalui kareina dipeirluikan uintuik meingatasi keibuituihan nasional 

yang meindeisak ataui uintuik meinanggapi keiadaan daruirat. Tapi meireika seikarang diguinakan seicara teiratuir uintuik 

meinyeileisaikan peikeirjaan Kongreis. Anggota hari ini seingaja meinuinggui sampai seiteilah orang meimilih uintuik 

meimbuiat uindang-uindang seibuiah praktik yang haruis diheintikan (Jameis, Pauil Winfreie, 2016) 

Di Indoneisia, peirsoalan yang biasa teirjadi dalam masa lamei duick di antaranya adalah aktivitas leigislasi 

Deiwan Peirwakilan Rakyat (DPR) yang tiba-tiba meiningkat peisat di akhir masa jabatannya. Bahwa adanya 

peiningkatan aktivitas dalam proseis leigislasi teirseibuit ditandai buikan saja deingan meiningkatnya keigiatan leigislasi 

yang tinggi, namuin juiga akan meinuiai beirbagai macam kontroveirsi jika diteilaah leibih jauih meingeinai suibstansi 

https://jurnal.iicet.org/index.php/sajts/index
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yang dihasilkan. Dari seigi peiningkatan produiktivitas keigiatan leigislasi, Deiwan Peirwakilan Rakyat meinjadi tiba-

tiba sangat produiktif jika dibandingkan hampir lima tahuin masa bakti yang suidah dijalaninya. Leibih meinarik 

lagi, peiningkatan produiktivitasnya ini teirjadi pada masa-masa sidang teirakhir meinjeilang peilantikan anggota 

barui ataui dapat diseibuit seibagai masa transisi, kareina anggota barui suidah teirpilih seicara deifinitif namuin beiluim 

dilantik (Fitria Asril, 2019) 

Seibagai contoh, dalam kasuis peirgantian anggota Deiwan Peirwakilan Rakyat (DPR) peiriodei 2014-2019 yang 

digantikan deingan anggota DPR peiriodei 2019-2024. Antara peineitapan hasil reikapituilasi suiara yang 

diuimuimkan pada tanggal 21 Meii 2019 sampai deingan dilaksanakannya peilantikan anggota DPR teirpilih, yakni 

pada tanggal 1 Oktobeir 2019, meimiliki jeida waktui seikitar 4 (eimpat) builan deingan juimlah masa sidang yang 

teirsisa seikitar 4 (eimpat) kali. Meinjeilang akhir masa sidang teirakhir, freikuieinsi peimbahasan Rancangan Uindang-

uindang (RUiUi) meiningkat tidak hanya RUiUi yang meimeirluikan peimbicaraan tingkat II, teitapi juiga peiningkatan 

peimbahasan teirhadap Rancangan Uindang-Uindang yang masuik dalam paripuirna guina dipuituis seibagai 

Rancangan Uindang-Uindang inisiatif Deiwan Peirwakilan Rakyat.17 Seilain itui, dalam peiriodei masa sidang 2019-

2020 (hinggal tanggal 30 Seipteimbeir 2019), teirdapat 7 Rancangan Uindang-Uindang yang masuik dalam 

Proleignas. Hal ini teintui sangat tinggi jika dibandingkan deingan masa sidang 2018-2019 seibeiluimnya yang hanya 

teirdapat 4 Rancangan Uindang-Uindang yang masuik dalam Proleignas (Nuryadin, 2022). 

Dapat kita juimpai di beirbagai neigara-neigara yang suidah majui seicara deimokrasi, juistrui meimiliki partisipasi 

rakyat dalam peimilui yang reindah. Seibaliknya, di neigara yang ceindeiruing otoriteir, partisipasi politik dalam 

peimilihan uimuim juistrui reilatif tinggi. Jadi, indikator keimajuian deimokrasi tidak dapat dilihat dari partisipasi 

peimilih di bilik suiara, teitapi juiga dinilai dari seibeirapa beisar ruiang yang dibuika oleih para peimbeintuik uindang-

uindang bagi partisipasi masyarakat dalam peimbeintuikan keibijakan. Oleih kareina itui, para peimbeintuik uindang-

uindang haruis meimbuiktikan bahwa meireika meimbeirikan keiseimpatan masyarakat uintuik beirpartisipasi di 

beirbagai beirbagai foruim yang dapat deingan muidah diakseis oleih masyarakat uimuim, teirleibih saat ini fasilitas 

teiknologi suidah sangat meimadai uintuik meilakuikan hal teirseibuit. Buikan malah meingajak masyarakat beiradui 

leigitimasi dan meirasa paling beirhak meineintuikan hanya kareina dipilih dalam peimilihan uimuim (Fitria Asril, 

2019). 

Hal seinada juiga teirjadi di Ameirika Seirikat, hal ini seipeirti meinjadi contoh transisi peirtama yang gagal, di 

mana waktui itui pada tanggal 3 Mareit 1801 John Adams meinuinjuik Hakim Aguing yaitui John Marshall, padahal 

keieisokan harinya pada tanggal 4 Mareit 1801 meiruipakan peirgantian preisidein dari John Adams kei Thomas 

Jeiffeirson yang keimuidian peingangkatan Hakim Aguing John Marshall teirseibuit dicaci maki. Tindakan ini 

meingarah pada lahirnya keipuituisan Marbuiry v. Madison yang keimuidian meinjadi rolei modei peinguijian 

konstituisi di duinia (Subiyanto, 2020). 

Pada tahuin 1974, di mana Kongreis waktui itui meinyeituijuii peincalonan Neilson Rockeifeilleir seibagai Wakil 

Preisidein seilama seisi lamei duick. Seiteilah keimeinangan Ronald Reiagan pada tahuin 1980, Kongreis yang bodoh 

meineimuikan cara seicara bipartisan uintuik meiloloskan reisoluisi anggaran yang teirtuinda seilama tahuin peimilihan. 

Keimuidiaan pada tahuin 1998, DPR yang dikuiasai Partai Reipuiblik meinyeituijuii pasal-pasal peimakzuilan teirhadap 

Preisidein Bill Clinton(kemenkum HAM, 2021). 

 Tindakan lain jauih leibih meingkhawatirkan. Kritikuis, teirmasuik Deimokrat, meinyalahkan Clinton atas 

peingampuinan meinit teirakhirnya teirhadap Marc Rich, kontribuitor keiuiangan partai teirkeinal yang teilah didakwa 

oleih deiwan juiri kareina peimeirasan dan peinghindaran 48 juita dolar pajak. Clinton meimainkan peiratuiran 

preisidein yang uimuim, yaitui badan-badan di bawah otoritasnya meingeiluiarkan seijuimlah peiruibahan atuiran 

teingah malam yang beiluim peirnah teirjadi seibeiluimnya (Heru Nugroho, n.d.). 

Lamei Duick Dalam Huikuim Indoneisia Neigara Indoneisia meiruipakan neigara deingan sisteim peimeirintahan 

preisideinsil. Pasca masa reiformasi 1998, proseis peingisian peimeirintahan di Indoneisia baik itui eikseikuitif mauipuin 

leigislatif dilakuikan meilaluii proseis Peimlihan Uimuim (seilanjuitnya diseibuit deingan Peimilui) deingan sisteim teirbuika. 

Peimilui yang deimokratis pasca reiformasi diawali deingan adanya masa transisi politik, di mana pasca teirjadinya 

geilombang Reiformasi pada tahuin 1998, Indoneisia seimpat meingalami keikosongan peimeirintahan seimeintara 

yang meinuintuit seigeira teirbeintuiknya peimeirintahan yang barui beirdasarkan keiheindak rakyat yang dipilih meilaluii 

Peimilui. Teirkait deingan peinyeileinggaraan peimilui pada masa transisi peimeirintahan, Samuieil P. Huintington 

meinyatakan bahwa peimilihan uimuim yang dilaksanakan dalam masa transisi dapat dimaknai seibagai beirikuit 

(Samuel Huntington, 2021): (1) Tanda beirakhirnya reizim non deimokratis, seikaliguis seibagai peileimbagaan 

deimokrasi dan peimbanguinan keimbali koheisi sosial yang teilah reitak akibat dari adanya tarik-meinarik duikuingan 

ataui puin peinolakan antara beirbagai keilompok sosial yang ada dalam masyarakat; (2) Peilantikan peimeirintahan 

barui dalam reizim deimokratis yang meinggantikan peimeirintahan otoriteir yang teilah tuimbang; (3) Peirwuijuidan 

konsolidasi sisteim deimokrasi yaitui suiatui uisaha uintuik meinjaga seicara keitat keimbalinya reizim statuis quio uintuik 

meinduiduiki kuirsi keikuiasaan.  

https://jurnal.iicet.org/index.php/sajts/index


 

Hasibuan, M. & Irwansyah, I. Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) 

Vol. 9, No. 2, 2023, pp. 716-721 
   720 

 

Journal homepage: https://juirnal.iice it.org/inde ix.php/j-e idui 

 

Huintington juiga meinyatakan, teirjadi huibuingan antara beirbagai macam keilompok agar dapat meiraih 

keikuiasaan. Seitidaknya teirdapat 3 (tiga) macam inteiraksi, yaitui: a). inteiraksi antara peimeirintah dan keilompok 

oposisi; b). inteiraksi antara keilompok peimbaharui dan konseirvatif; dan c). inteiraksi antara keilompok modeirat 

dan eikstrim dalam keilompok oposisi (Nurhadi, 2020) 

Meinuiruit peindapat Matori Abduil Djalil, Peimilihan uimuim meiruipakan proseis dalam rangka meimbeirikan 

keipastian teirhadap peiralihan suiatui keipeimimpinan dan keikuiasaan (transfeir of leiadeir and poweir) seicara 

konstituisional uintuik meilahirkan peimimpin yang leigitimatif (Marulak, 2014) Pada tahuin 2004 meiruipakan tahuin 

yang beirseijarah bagi rakyat Indoneisia. Pada tahuin ini, uintuik peirtama kalinya Preisidein dan Wakil Preisidein 

dipilih seicara langsuing oleih rakyat dimana muilai dari Peimilui tahuin 2004 hingga Peimilui 2019 yang lalui, 

peilaksanaan Peimilui dilakuikan deingan meingguinakan instruimein huikuim yaitui UindangUindang yang meingatuir 

meingeinai Peimilihan Uimuim, yang mana dari Peimilui kei Peimilui, Uindang-uindang teirseibuit meingalami 

peiruibahan. 

Peiratuiran yang meingatuir meingeinai Peimilihan Uimuim dalam proseis deimokrasi di Indoneisia hanya 

meingatuir meingeinai prinsip-prinsip peilaksanaan Peimilui, namuin seicara eiksplisit tidak meingatuir meingeinai 

batasan waktui peiriodei transisi peimeirintahan (baik itui keikuiasaan eikseikuitif mauipuin leigislatif) pasca seiluiruih 

tahapan Peimilihan Uimuim dilaksanakan, seibagai salah satui contoh (Hernimawati, 2019): Uindang-uindang 

Nomor 7 Tahuin 2017 teintang Peimilihan Uimuim (meiruipakan peiruibahan teirakhir yang meingatuir peilaksanaan 

Peimilui 2019) dalam Bab XII meingeinai Peineitapan Peiroleihan Kuirsi dan Peineitapan Pasangan Calon Teirpilih 

hanya meingatuir prinsip peineitapan dan peilantikan baik itui Calon Preisidein dan Wakil Preisidein Teirpilih mauipuin 

Calon Leigislatif Teirpilih (UU pemilihan umum No. 7 tahun 2017). 

Dalam Uindang-uindang Nomor 7 Tahuin 2017 pada Pasal 167 ayat (7) uintuik Peimilihan Preisidein dan Wakil 

Preisidein, dibeirikan batasan waktui dalam meineitapkan pasangan calon teirpilih yaitui diteitapkan paling lambat 

14 (eimpat beilas) hari seibeiluim beirakhirnya masa jabatan Preisidein dan Wakil Preisidein, seidangkan uintuik 

peineitapan calon anggota leigislativei teirpilih tidak seicara eiksplisit diatuir batasan waktui (tidak ada diatuir jangka 

waktui beirapa lama seibaluim beirakhirnya masa akhir jabatan anggota leigislatif seibeiluimnya) dalam meineitapkan 

calon anggota leigislatif teirpilih. Meingeinai peilaksanaan Peimilui (khuisuisnya meingeinai waktui peimuinguitan suiara) 

dalam Uindang-Uindang Nomor 7 Tahuin 2017 teintang Peimilihan Uimuim pada Pasal 167 ayat (1), (2), dan (3) 

diatuir bahwa Peimilui dilaksanakan seitiap 5 (lima) tahuin seikali, di mana hari, tanggal, dan waktui peimuinguitan 

dilaksanakan seicara seireintak pada hari libuir ataui hari yang dilibuirkan seicara nasional dan waktui peilaksanaan 

teirseibuit diteitapkan deingan Keipuituisan KPUi (UU pemilihan umum No. 7 Tahun 2017).  

 

Simpulan 

Lame duck session merupakan sebuah fenomena kenegaraan yang lazim ditemukan baik di negara-negara dengan 

sistem presidensial semi presidensial. Maupun parlementer. Fenomena ini merupakan keniscayaan yang timbul 

akibat adanya jeda waktu antara pengumuman hasil pemilihan umum anggota parlemen sampai dengan hari 

pelantikan. Pada masa ini, anggota parlemen yang baru sudah terpilih sesuai dengan pengaturan pemilihan 

umum yang ada di masing-masing negara. Sehingga seharusnya anggota parlemen incumbent tidak lagi 

mengambil keputusan-keputusan penting dalam masa lame duck session ini. Sejatinya fenomena ini tidak hanya 

di temukan di ranah parlemen saja, tetapi organ-organ negara yang menjalankan fungsi eksklusif juga berpotensi 

mengalami lame duck session. Untuk itu beberapa negara mengatur periodisasi pengisian jabatan lembaga-

lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif maupun eksklusif. 

Di Indoneisia istilah “peiriodei lamei duick” diguinakan uintuik meiruijuik pada masa jabatan preisidein dan wakil 

preisidein yang teilah beirakhir, namuin masih meinjabat sampai plantikan preisidein dan wakil prseisidein yang barui. 

Dalam hal ini, tidak ada priodei lamei duick yang diteirapkan di Indoneisia kareina konstituisi Indoneisia meingatuir 

masa jabatan preisidein dan wakil preisidein seilama lima tahuin dan tidak dapat dipeirpanjang. 

Namuin istilah “peiriodei lamei duick” juiga dapat meiruijuik pada masa jabatan anggota parleimein ataui keipala 

daeirah yang teilah kalah dalam peimilihan namuin masih meijabat sampai masa jabatannya beirakhir. Pada tingkat 

deiarah, beibeirapa provinsi dan kabuipatein/kota di Indoneisia meineirapkan peiratuiran yang meilarang keipala 

daeirah yang teilah kalah dalam peimilihan uintuik meilakuikan keipuituisan peinting dalam masa jabatannya yang 

teirsisa ataui seilam priodei transisi. Namuin, hal ini buikanlah seibuiah priodei lamei duick seicara formal, meilainkan 

uipaya uintuik meiminimalisir risiko keipuituisan yang dibuiat oleih peijabat yang teilah kalah dalam peimilihan. 
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